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ABSTRAK 
 

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara mengatakan Izin Pertambangan Rakyat, 

yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan 
investasi terbatas. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Kuantan 

Singingi masih banyaknya terdapat pelaku penambangan emas yang tidak 

memiliki izin, Dengan melihat permasalahan ini, pelaku Penambangan emas tanpa 
izin tersebut jelas sudah melanggar aturan hukum tentang pertambangan mineral 

dan batubara, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah, 

Hambatan yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan dalam penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin (peti) 

di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? Jenis penelitian ini adalah 

penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif, dengan sampel Kepala Dinas 
Pertambangan Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Satuan Reserce Kriminal 

Polres Kuantan Singingi, dan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa 

wawancara, Kesimpulan adalah belum terlaksana sebagaimana mestinya 
dikarenakan penegakan hukumnya masih banyak pelaku tindak pidana 

penambangan emas yang tidak memiliki izin. Hambatannya adalah kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam memenuhi beberapa persyaratan yang diperlukan 

oleh pegawai dalam menerbitkan izin, adanya biaya pengurusan izin yang tinggi, 
kelalaian dari pengusaha sendiri serta karena syarat-syarat dan prosedurnya 

berbelit-belit ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para 

pengusaha penambang emas dalam melakukan kewajibannya yaitu membayar 
pajak perizinan penambangan emas. Upaya dalam mengatasi hambatan adalah 

penegakan hukum secara persuasif dan secara represif. Secara persuasif yakni 

melakukan penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana mengenai kejahatan 
pertambangan tanpa izin/illegal mining, melakukan koordinasi dengan intansi 

terkait, melakukan sosialisasi, Pemasangan spanduk/pamflet tiap kecamatan 

mengenai bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining, melakukan 

pengawasan dan operasi rutin dan mengajak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-
tokoh pemuka agama untuk bersama-sama memberikan nasehat dan bimbingan 

terhadap masyarakat sekitar daerah pertambangan emas tanpa izin. Sedangkan 

upaya represif yakni menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin 
dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku, Menyita alat yang digunakan 

dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa dompeng 

maupun alat berat seperti excavator dan lowder. 
 

Kata kunci : Penambangan emas tanpa ijin (PETI)



 

 

 


